BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan self assessment systems berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi UMKM di Bandung. Pernyataan tersebut didukung dengan nilai
thitung 2,327 > trabel 1,98326 dan nilai probabilitas 0,00 < nilai signifikansi o 0,05.
Self assessment systems memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk
menentukan sendiri besar pajak yang terutang sehingga hal ini dapat mendorong
wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil
kuesioner yang telah diolah, penerapan self assessment systems sudah
dilaksanakan dengan sangat baik oleh wajib pajak orang pribadi UMKM di
Bandung.

2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
UMKM di Bandung. Pernyataan ini didukung dengan nilai thitung 2,327 > ttabel
1,98326 dan nilai probabilitas 0,02 < a 5%. Sanksi perpajakan memiliki unsur
memaksa sehingga wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan hasil
kuesioner yang telah diolah, responden telah memberikan respon dan memiliki
persepsi yang baik terhadap pemberlakuan sanksi perpajakan sehingga wajib
pajak orang pribadi UMKM di Bandung telah mematuhi perpajakannya dengan
baik.

3. Penerapan self assessment systems dan sanksi perpajakan berpengaruh secara
simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung.
Pernyataan ini didukung dengan hasil uji F yang menyatakan Fhitung 41,549 > Ftabel
3,08 dan nilai probabilitas 0,000 < nilai signifikan o 5%. Nilai adjusted R-square
pada penelitian ini sebesar 0,436 atau 43,6% menunjukkan bahwa model regresi
yang digunakan dapat dijelaskan oleh variabel penerapan self assessment systems
dan sanksi perpajakan sebesar 43,6% dan sisanya sebesar 56,4% dijelaskan oleh

variabel-variabel di luar model penelitian.
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5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan sebagai

berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai pajak penghasilan UMKM dan tidak
meneliti seluruh jenis pajak yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak orang
pribadi UMKM sehingga masih kurang untuk menggambarkan kepatuhan wajib
pajak orang pribadi UMKM dalam keadaan sesungguhnya.

2. Responden penelitian tidak diperdalam menjadi salah satu golongan dari sektor
UMKM karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, dengan
adanya pandemi COVID-19, teknik pengumpulan data mayoritas menggunakan
kuesioner elektronik sehingga sulit untuk mengumpulkan data serta
menggolongkan usahanya. Metode wawancara secara langsung diperlukan pada
penelitian ini sehingga dapat mengumpulkan dan menggolongkan para pengusaha
UMKM secara jelas.

3. Penelitian ini menggunakan 106 responden sehingga masih terbilang kurang
untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

4. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen, yaitu penerapan self
assessment systems dan sanksi perpajakan sehingga masih banyak variabel lain

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

5.3. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan diantaranya
adalah sebagai berikut:
1. Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung
A. Penerapan self assessment system perlu ditingkatkan dengan DJP melakukan
pelayanan konsultasi dan sosialisasi kepada wajib pajak orang pribadi
UMKM mengenai cara mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan

melapor perpajakannya. Hal tersebut diharapkan dapat memotivasi wajib
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pajak orang pribadi UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya
sendiri secara sukarela.

B. KPP di Kota Bandung harus selalu tegas dalam pengenaan sanksi perpajakan
terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya sehingga
sanksi perpajakan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang
melanggar peraturan perpajakan. Selain itu, DJP perlu melakukan sosialisasi
dan penyuluhan secara berkala mengenai peraturan dan sanksi perpajakan
terbaru. DJP dapat melakukannya melalui media sosial, laman milik DJP,
media cetak, dan lainnya. Hal ini dilakukan agar wajib pajak memandang
sanksi perpajakan sebagai sesuatu yang memberikan kerugian jika tidak
menaati peraturan perundang-undangan sehingga wajib pajak melaksanakan
kewajiban perpajakannya.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
Wajib pajak orang pribadi UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan.

3. Penelitian Selanjutnya
Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen yang tidak
terdapat pada penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran yang luas
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi

UMKM.
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